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ABSTRACT 

Collaterals should get attention that collateral does not cause bad financing to become good 

financing. In conventional banks, collateral for loans from borrowers is very decisive in the 

approval of lending. On the other hand, in Islamic banking the method is very different. Because 

by providing loans in the form of bailouts for the purchase of these goods/assets/capital goods, 

the operation of Islamic banks basically does not prioritize guarantees from borrowers. The 

method used in this research is descriptive qualitative, and data collection techniques in this study 

using observation, and interviews. This study concludes that guarantees in financing using 

mudharabah financing contracts according to the agreement of classical scholars are prohibited 

and cause the contract to be invalid because it is contrary to the principle of trust that underlies 

this contract. However, according to some contemporary scholars and based on current 

application in sharia banking, guarantees in mudharabah financing are allowed but are not 

intended to ensure the return of capital, but rather to ensure that the performance of the mudarib 

is in accordance with the terms of the contract and to prevent moral hazard from occurring. in 

the form of irregularities by the fund manager. Therefore, the guarantee can only be disbursed if 

the fund manager is proven to have committed a violation (ta‟addi), negligence (taqshir), or 

violated a predetermined agreement (mukhalafatu al-syurut). 
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ABSTRAK 

Collateral kiranya perlu mendapatkan perhatian bahwa collateral tidak menyebab kan 

pembiayaan yang jelek menjadi pembiayaan yang baik.Pada bank konvensional bahwa jaminan 

kebendaan (collateral) terhadap utang dari piminjam merupakan hal yang sangat menentukan 

dalam persetujuan pemberian pinjaman. Sebaliknya, dalam bank islam caranya sangat berbeda. 

Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk pembelian 

barang/aktiva/barang modal tersebut, maka operasi bank Islam pada dasarnya tidak 

mengutamakan jaminan dari peminjan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

deskriptif kualitatif, dan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
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observasi,dan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan Jaminan dalam pembiayaan yang 

menggunakan akad pembiyaan mudharabah menurut kesepakatan para ulama klasik adalah 

dilarang dan menyebabkan tidak  sahnya akad karena bertentangan dengan prinsip amanah yang 

mendasari akad ini. Akan tetapi,sebagian ulama kontemporer dan berdasarkan aplikasi 

diperbankan syari‟ah saat ini,jaminan dalam pembiayaan mudharabah diperbolehkan tetapi 

bukan dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal,melainkan untuk memastikan bahwa 

kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi 

moralhazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana.Oleh karena itu,jaminan hanya dapat 

dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (ta‟addi),kelalaian 

(taqshir),atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (mukhalafatual-syurut). 

 

Kata Kunci : Coleteral, Mudharabah, Pembiayaan 

  

PENDAHULUAN 

Kolateralisasi tampaknya menjadi komponen penting bagi perusahaan untuk 

mengakses pembiayaan eksternal, terutama di negara-negara berkembang di mana 

lingkungan pasar keuangan umumnya terdiri dari informasi yang tidak memadai. Kondisi 

ini serupa yang terjadi di Indonesia, dan beberapa penelitian dan survey mengungkapkan 

bahwa agunan merupakan salah satunya faktor kritis yang menyebabkan masalah eksklusi 

keuangan di industry. Saat ini segmen tidak memiliki atau memiliki aset yang terbatas 

untuk diagunkan untuk mengakses pembiayaan eksternal, baik dari bank maupun 

lembaga keuangan lainnya (Saifurrahman & Kassim, 2022). 

Dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam perbankan tentu kita secara 

umum telah mengenal prinsip analisis pembiayaan 5C, yaitu Character (Karakter), 

Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), dan Condition of Economic 

(Kondisi Perekonomian). Prinsip 5C tersebut biasanya ditambahkan dengan 1C yaitu 

Constraint (Pembatas). Bagi orang bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah 

orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan (M.A Harahap, 2021) . Bank 

melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, 

jaminan yang berharga, modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan 

melihat sebuah mutiara. Orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk diajak bekerja 

sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran pembiayaan. Analisis 5C yang baik 

adalah manusia yang ideal menurut kriteria orang bank. (Saifi, 2021). 

Penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan mengenai Collateral. Kiranya 

perlu mendapat perhatian bahwa Collateral tidak menyebabkan pembiayaan yang jelek 

menjadi pembiayaan yang baik. Paling jauh Collateral hanya menyebabkan pembiayaan 

tersebut bertambah baik. Jadi bisa kita pahami bahwa Collateral dalam suatu pemberian 

pembiayaan hanyalah bagian kecil (dari sekian C) dari suatu analisis pembiayaan oleh 

bank kepada debiturnya (Fitra, 2021).  

Kita ketahui bahwa usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) yang merupakan 

jumlah terbesar dari pengusaha Indonesia mempunyai peran yang besar dalam 

perekonomian Indonesia, baik dalam pembentukan produk domestik bruto maupun dalam 

penyerapan tenaga kerja. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi maupun 

masyarakat memerlukan sumber dana yang bersifat hutang dari berbagai sumber 

alternatif dana. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UKMK dan masyarakat dalam 

mengakses sumber dana yang bersifat hutang adalah keterbatasan untuk memenuhi 

agunan atau jaminan yang biasanya merupakan salah satu persyaratan dalam melakukan 

pembiayaan di lembaga keuangan. Sehingga, pada praktiknya dihadapkan pada berbagai 
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kesulitan karena tidak memiliki agunan yang memadai sebagai persyaratan dari 

perbankan (Bonadilla & Syamlan, 2019). 

Pada bank konvensional bahwa jaminan kebendaan (collateral) terhadap utang dari 

peminjam merupakan hal yang sangat menentukan dalam persetujuan pemberian 

pinjaman (Putra Halim Perdana et al., 2017). Sebaliknya, dalam bank Islam caranya 

sangat berbeda. Sebab dengan pemberian pinjaman dalam bentuk talangan dana untuk 

pembelian barang/aktiva/barang modal tersebut, maka operasi bank Islam pada dasarnya 

tidak mengutamakan jaminan kebendaan dari peminjam. Sebab barang yang ditalangi 

pembeliannya oleh bank masih menjadi milik bank sepenuhnya selama utang peminjam 

belum lunas (dengan perkataan lain belum terjadi peralihan hak sama sekali). Collateral 

bukan suatu hal yang utama dan bukan soal penting dalam keputusan pembiayaan tapi 

hanyalah bagian kecil dari 5C (Mila Diana Sari, 2016). 

Pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia kurang stabil karena jumlah 

yang menggunakan pembiayaan mudharabah dalam priode tahun semakin berkurang. 

penerapan yang terjadi di lapangan ternyata collateral merupakan salah satu yang 

diutamakan dalam pencairan pembiayaan yang diajukan (Syafiudin et al., 2021). 

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal 

(shohibul al-mal) dan pengelola (mudhorib) untuk melakukan suatu usaha dan 

memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai nisbah yanng telah disepakati. Akad 

mudharabah merupakan akad yang menggunakan prinsip kepercayaan dan amanah, 

terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur tertentu terjadinya akad 

mudharabah. Jika disyaratkan pada mudharib agar menanggung modal jika rusak, maka 

syaratnya batal akadnya tetap sah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, berdasarkan 

hal tersebut menjalankan harta dari biaya keuntungan beserta tetap adanya jaminan pada 

modal adalah sah, dan syaratnya batal (Sapuan, 2016). 

Imam Malik dan imam Syafi’i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan 

jaminan kepada orang yang bekerja maka mudharabah tersebut akan menjadi rusak, 

karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil mudharabah 

tersebut menajdi rusak. Meskipun sebagian Ulama sudah menyatakan larangan 

penyertaan colllateral (jaminan) dalam akad mudharabah namun dalam praktek di 

perbankan syariah pihak bank benar-benar meminnta berbagai bentuk jaminan dari 

nasabah (Islam & Ahmad, 2020). 

Para pendukung perbankan Islam memandang bahwa meminta jaminan merupakan 

sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, Islamic 

Banking cenderung mengkritik bank- bank konvensional sebagai terlalu ‘berorientasi 

jaminan. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa jika demikian adanya perhatian Islamic 

Banking terhadap jaminan, maka praktek mereka jelas tidak lebih baik daripada praktik 

jaminan bank konvensional (Muhammad Arfan Harahap, 2022). 

Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan (jaminan) 

seperti dalam pembiayaan mudharabah. Para fuqahah pada dasarnya tidak setuju adanya 

tanggungan. Alasannya, mudharabah merupakan kerja sama saling menanggung satu 

pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling 

memercayai. Jika terjadi kerugian, semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh 

karenanya, jaminan harus ditiadakan. Namun jaminan menjadi perlu ketika modal yang 

rusak melampaui batas. Tetapi bagaimana batasan seseuatu dianggap melampaui batas. 

Para ulama pun berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika pemilik dana 

(shahibul mal) bersikeras terhadap adanya jaminan dan menetapkannya sebagai bagian 

dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah (Sari & Anshori, 2018). 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dua sumber data, data primer dilakukan 

dengan menggambarkan serta menganalisis dari berbagai data yang dikumpulkan berupa 

hasil wawancara dengan Branch Manajer, Customer Servise dan operational staff. 

Adapun hasil observasi pada saat kegiatan magang di bank. Sedangkan untuk sumber data 

sekunder diperoleh dengan library research, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan 

datadata dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan mengenai 

tabungan haji di Bank Syariah, serta mekanisme pembagian bagi hasil (profit and loss 

sharing). Analisis Data dilakukan dengan melakukan reduksi data dan display data. Data 

penelitian yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan 

kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkip wawancara, catatan di 

lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai 

situasi wilayah penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan tehnik 

reduksi data, reduksi data dilakukan dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Triangulasi data dilakukan untuk mengecek keabsahan data 

dan akhirnya ditarik kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Prinsip Collateral Terhadap Produk Pembiayaan Mudharabah Pada 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aji salah satu staf Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat yakni dalam hal mekanisme pembiayaan 

mudharabah pada BankSyariah Indonesia Kantor Cabang Stabat berdasarkan Fatwa DSN 

MUINo. 07/ DSN– MUI/IV/ 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 

Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 

Stabat yaitu akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama 

menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola keuntungan dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan menyertakan jaminan agar tidak 

terjadinya kecurangan dan menimbulkan pembiayaan macet . 

Jaminan pada prinsipnya merupakan kutub pengaman terhadap dana yang 

dipinjamkan  atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat  

fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang 

dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang di pihak lain 

nasabah peminjam dana atau nasabah dituntut  komitmennya untuk bertanggungjawab 

mengembalikan hutangnya.Pada prinsipnya penyertaan jaminan dalam pembiayaan 

mudharabah merupakan alernatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang 

dilakukan olehs hahibulmaal demi menghindari moral mudharib yang tidak 

tanggunjawab terhadap kerjasama tersebut. Namun ahli fiqih menyebutkan bahwa 

mudharabah tidak diperkenankan untuk disyaratkan kepada mudharib karena akad 

mudharabah adalah akad yad-alamana yaitu akad bersifat kepercayaan,mengingat 

keadaan masyarkat di indonesia saat ini penyertaan jaminan dalam akad mudharabah 

berfungsi sebagai salah satu langkah untuk melindungi dana masyarakat agar   tidak 

hilang akibat keteledoran mudharib.Ini merupakan prinsip kehati-hatian yang diharuskan 

oleh manajemen dalam pembiayaan (Juniarty et al., 2017). 

Dalam akad kerja sama mudharabah ini, Bank memiliki hak dalam pengawasan 

pelaksanaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalammelakukan usaha tersebut. 
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Pembagian hasil usaha dari pengelolaan danayang dinyatakan dalam nisbah yang 

disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati diawal akad tidak dapat diubah sepanjang 

waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak itupun belum pernah 

terjadi. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad Mudharabah,pengembalian dana,dan 

pembagian dari  hasil usaha yang dijalankan nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

antara bank dan nasabah.Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam 

bentuk uang dan atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan dan 

penyerahan pembiayaan diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas 

jumlahnya.Apabila pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk barang maka, 

barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar serta dinyatakan secara jelas 

jumlahnya. 

Pengembalian pembiayaan atas dasar akad mudharabahpada BankSyariah 

Indoneisa Kantor Cabang Stabat ini dilakukan secara sekaligus pada akhir periode dimana 

dua bulan sebelum tanggal jatuh tempo harus sudah mulai ditagihdan paling lama 

penagihan pertengan bulan jatuh tempo.Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar 

nisbah yang telah disepakatidiawal akad, dimana penetuan nisbah di Bank Syariah 

Indoneisa Kantor Cabang Stabat telah ditentukan bahwa nisbah masing-masing sebagai 

berikut: 60% dari pendapatan atau keuntungan untuk nasabah dan 40%dari pendapatan 

atau keuntungan untuk bank. 

Namun nisbah diatas tidak selamanya ditetapkan seperti itu,karena nisbah tersebut 

diperoleh dari kesepakan kedua belah pihak maka di dalam melakukan kesepakatan antara 

bank dan nasabah sudah pasti ada negosiasi harga untuk penentuan porsi bagi hasil yang 

akan diperoleh masing-masing pihak. Oleh karena itu nasabah juga berhak 

mengajukanbesar nisbah yang akan diperolehnya kepada bank. Dan bank juga harus 

mempertimbangkan permohonan nasabah, apabila permohonan nasabah tersebut tidak 

menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak maka pemohonakan dikabulkan oleh 

bank. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak DioApriansyah   yaitu tentang 

kendala penerapan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah tersebut. Ada beberapa 

kendala yang sering terjadipada saat nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank yaitu 

ketidak lengkapan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah 

seperti, kendala pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi antara lain : 

1. Fotocopi KTP suami/istri 

2. Pas foto suami/istri masing-masing uk.3x4cm 1lembar 

3. Fotokopi KK 

4. Fotocopi jaminan disertai potokopi pembayaran PBB laporan keuangan usaha 

5. Sura tnikah 

6. Fotocopi rekening/listrik/air (salahsatu) 

7. Fotocopi rekening tabungan 3bulan terakhir 

Karena apabila salah satu dari persyaratan administrasi tersebut tidak dapat 

dipenuhi oleh calon nasabah makan pembiayaan tidak dapat disalurkan,dan kendala pada 

saat usaha sedang berjalan. Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada salah satu staf 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat pada saat wawancara pribadi, penulis 

memperoleh informasi bahwa selain dari kendala pada saat pengajuan pembiayaan diatas 

masihada beberapa yang merupakan kendala didalam pembiayaan mudharabah ini 

termasuk beberapa kemungkinan resiko dalam mudharabah, antara lain: 

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan atau tujuan lain 

yang menyimpang dari kesepakatan semula. Karena apabila dana yang disalurkan 
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oleh bank kepada nasabah tidak dijalankan sesuai kesepakatan awal maka apabila 

terjadi kerugian bukan merupakan tanggungjawab bank melainkan nasabah. 

2. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja,atau yang tidak disengaja sehingga 

mengakibatkan kerugian. 

3. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan. 

4. Kesulitan pengembalian modal akibat wanprestasi 

Selain daripada kendala diatas berdasarkan hasil penelitian penulis narasumber juga 

menjelaskan bahwa untuk tingkat perolehan keuntungan dalam pembiyaan mudharabah 

ini juga merupakan salah satu kendala dalam penyaluran  pembiayaan mudharabah. 

Kenapa dikatakan merupakan kendala karena pembiayaan mudharabah adalah 

pembiayaan berjangka, diman proses untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini 

harus menunggu tanggal jatuh tempo atas sesuai jangka waktu tersebutuntuk memperoleh 

keuntungan atau margin berbeda dengan pembiayaan murabahah, karena dalam 

pembiayaan murabahah bank lebih cepat memperoleh margin/keuntungan karena 

pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cicilan bulanan sehingga bank lebih cepat 

memperoleh margin dan menyalurkan kembali dana tersebut sesuai kebutuhan nasabah, 

dan narasumber juga menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan itu disesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah. 

Syarat Yang Harus Dipenuhi Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan 

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada  nasabah atas dasar 

kepercayaan.Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian 

kepercayaan.Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat 

dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak.Berdasarkan hal diatas,terdapat beberapa unsur yaitu: 

a. Bank syariah,yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan 

kepada pihak yang membutuhkan dana. 

b. Mitra usaha,yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank 

syariah.Hubungan pemberi pembiayaan  dan penerima pembiayaan merupakan 

hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai 

kehidupan saling tolong menolong. 

c. Adanya kepercayaan pemberipembiayaan kepada penerima pembiayaan yang 

didasarkan atas prestasi. 

d. Adanya persetujuan (akad),berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan 

pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana kepada pihak 

pemberi dana).Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis(akad 

pembiayaan)yang disertaidengansaksi. 

e. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan 

kepada penerimaan pembiayaan. 

f. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. 

Pembiayaan terjadi karena unsur waktu,baik dilihat dari pemberi dana maupun 

dilihat dari penerima dana. 

g. Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak baik di pihak pemberi dana atau 

pihak penerima dana.Risiko dipihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, 

baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar 

(pinjaman konsumen) atau karena ketidak sediaan membayar.Risiko dipihak 

penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan,antara lain berupa 

pemberi dana yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk 

mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan. 
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h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada 

nasabah.Hal ini disebut juga dengan  nisbah dari akad yang telah disepakati 

antara bank dan nasabah. 

Salah satu cara kerja para analis adalah dengan menerapkan prinsip analisa 5C yang 

meliputi Character, Capacity, Condition, Collateral Detil analisa 5C adalah sebagai 

berikut: 

a. Character (Watak), Untuk mendapatkan informasi terkait karakter pemohon 

kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi 

nasabah dan bank-bank lain tentang prilaku, kejujuran, pergaulan,dan 

ketaatannya memenuhi pembiayaan transaksi. Bisa juga dengan metode cek 

riwayat kredit di Bank Indonesia. Karakter ini penting karena terkait itikad baik 

untuk membayar kewajibannya. 

b. Capacity (Kemampuan), Analisa kemampuan calon debitur bisa dilakukan 

dengan melihat komponen penghasilan calon debitur.Seorang analis  kredit 

harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang 

memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah 

disepakati. 

c. Capital (Modal), Analisa ini lebih ke arah aset yang dimiliki oleh calon debitur. 

Aset bisa dilihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur atau  hasil survey 

kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur perorangan. Prinsipnya bank tidak 

akan membiayai seorang calon debitur yang tidak punya modal sendiri atau 

kekayaan yang minim. 

d. Condition (Kondisi), Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap 

variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regiona1,nasional 

maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel 

ekonomi. 

e. Collateral (Jaminan), Jaminan adalah solusi terakhir untuk menutur resiko 

kredit jikaterjadi gagal bayar. Biasanya bank hanya berani memberikan plafon 

pinjama nmaksimal 75% dari nilai tranksasi jaminan kredit. 

Pemeliharaan dan penjagaan  barang jaminan pada prinsipnya  merupakan 

kewajiban peminjam atau yang berhutang.Para fuqaha berpendapat bahwa pada 

prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, 

sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnyar isiko  bisnis 

(businessrisk).Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah: 

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan 

dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu 

tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian. 

b. Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang 

dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan 

usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat 

dicegah,atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil. 

Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, 

khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang 

telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada 

lembaga keuangan. 



 
 

 
JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 

Vol. 01, No. 02 [2022].   
147 

Prosedur atau tata cara untuk mendapatkan pembiayaan Mudharabah pada Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat,yaitu pertama, bank melakukan pengumpulan 

data nasabah yang mengajukan pembiayaan, kedua penyelidikan berkas oleh pihak bank 

kepada calon/nasabah berupa kunjungan setempat, informasi dari pihak lain yang 

memiliki hubungan dengan calom/nasabah pembiayaan, ketiga pengajuan usulan 

pembiayaan untuk dipertimbangkan apakah nasabah tersebut layak atau tidak 

mendapatkan pembiayaan, keempat adalah keputusan pembiayaan oleh 

komite.selanjutnya adalah realisasi keputusan pembiayaan berupa akad penanda tanganan 

pembiayaan dan penyerahan jaminan kepada pihak bank dan yang terakhr adalah 

pemantauan pelaksanaan kegiatan nasabah dan pelunasan pembiayaan. 

DalamIslamdijelaskanbahwaapabilaseseorangmempunyaihutangdanbelumbisamel

unasinyamakaharusdiberikankelonggaranuntukmelunasinya,haltersebutsesuidenganfirm

an AllahyangterdapatdalamsuratAl-Barah ayat280yangberbunyi: 

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 

tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 

Analisis Pelaksanaan Collateral Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat Menurut Islam 

Pembiayaan mudharabahdi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat 

belumsesuai dengan syariat Islam karena pihak bank menjalankan pembiayaan 

mudharabah saat ini menghadapi resiko yang besar berupa moral hazardyang merupakan 

perilaku anggota yang sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian 

terhadap modal usaha. Hal ini yang mendorongBank Syariah Indonesia Kantor Cabang 

Stabat mensyaratkan jaminan kepada mudharib yang mengajukan pembiayaan 

mudharabah. 

Berbeda pada masa ulamaSyafi’iyah,pembiayaan mudharabah tetap pada 

prinsipnya yaitu akad amanah atau kepercayaan anatara shobsulal-mal dan mudharib. 

Ketentuan pembiayaan mudharabah menurut syariah tidak terdapat persyaratan adanya 

jaminan bagi mudharib yang melakukan pembiayaan mudharabah.Namun,pada 

pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat 

berdasarkan kepercayaan saja ternyatasulit dilakukan, terbukti dengan adanya jaminan 

yang disyaratkan kepada mudharib.Hal ini menurut syariah yang tidak mensyaratkan 

adanya jaminan pada pembiayaan mudharabah tidak dapat dijalankan. 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat berpijak pada Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) dalam 

ketentuan pembiayaan mudharabah poin 7 yang menyatakan: “Pada prinsipnya, dalam 

pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari‟ah dapat meminta jaminan dari mudharib atau 

pihak ketiga.Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.” 

Dasar dari pertimbangan adanya jaminan tersebut yaitu agar mudharib tidak 

melakukan penyimpangan (kesalahan yang disengaja,kelalaian,dan pelanggaran 

kesepakatan) sertajaminan dapat dicairkan apabila mudharib benar-benar terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bersama. Meskipun terdapat perbedaan 

antara asas perjanjian mudharabah Perspektif Syariat Islam dengan pelaksanaannya di 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, disyaratkannya jaminan kepada mudharib 

sudah melalui pertimbangan bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan bila tidak 

menggunakan jaminan,penyebabnya adalah:pertama,sumber dana pembiayaan 
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mudharabah adalah dana pihak ketiga yang harus dipertanggung jawabkan oleh Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, kedua, tingkat kejujuran masyarakat pada saat 

ini selaku penerima pembiayaan memerlukan pengawasan dari pihak Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Stabat. Sedangkan jika dibandingkan dengan masyarakat pada 

masa ulama Syafi’iyah yang melakukan akad pembiayaan mudharabah dengan modal 

milik pribadi dan bukanlah dana milik pihak ketiga yang harus dikembalikan dan ada 

ketika pihak ketiga ingin mengambilnya.Kemudian tingkat kejujuran masyarakat pada 

masa itu sangat tinggi dan rendahnya moral hazard masyarakat berpengaruh pada tingkat 

kepercayaan shohib al-mal kepada mudharib untuk mengelola modalnya sehingga 

masyarakat pada masa ulama Syafi’iyah melakukan pembiayaan mudharabah tanpa 

mensyaratkan jaminan. Dengan mengetahui resiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Stabat dibandingkan pada masa ulama terdahulu, maka syarat jaminan 

dalam pembiayaan mudharabah dikaji melaui sudut pandang maslahat bagi pihak yang 

terkait dalam prakteknya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. 

Jaminan dalam   pembiayaan   mudharabah   dapat   dilihat   dari segi pemenuhan 

untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga pihak anggota 

yang mempercayakan dananya ke Bank dan pihak pengelola usaha tidak mendapatkan 

kerugian.Meskipun larangan adanya jaminan tersebut telah ada dalam ketentuan fiqh 

sebagai bentuk kepercayaan antara mudharib dan shohibal-mal tetapi melihatkondisi dan 

perilaku masyarakat sekarang yang cenderung menimbulkan moral hazard menyebabkan 

larangan itu tidak efektif lagi jika diberlakukan. Sehingga hukum asal dilarang berubah 

menjadi dibolehkan dengan sebab adanya perubahan kondisi sosial masyarakat 

sekarang.Kondisi sosial masyarakat inilah yang menjadi sebab berubahnya ketentuan 

tentang jaminan dalam pembiayaan mudharabah. jamianan ini akan disita oleh shohib 

maljika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai atau 

ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan collateral (jaminan) dalam akad mudharabah adalah 

untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk mengamankan nilai investasi 

jikaterjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yangtimbul 

disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh 

shohibmal. Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa, pada 

hakikatnya para ulama kontemporer yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya 

bagi shohibal-mal untuk meminta jaminan yang mengacu kepada kebutuhan, 

kepentingan, kebaikandan mashlahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip 

dan dalil tegas syariat dan benar- benar membawa kepada kebaikan bersama yangtidak 

berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. 

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Stabat saat ini dirasakan sudah merupakan kebutuhan bagi semua pihak. 

Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, jaminan merupakan penerapan 

prinsip kehati-hatian, mengantisipasi terjadinya moral hazard,sarana menjaga 

likuiditas,dan menjaga dari penyelewengan terhadap perjanjian.Bagi pihak penerima 

pembiayaan,jaminan merupakan alat pacu agar senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya 

agar sesuai dengan yang dikehendaki dalam pembiayaa nmudharabah. Sehubungan 

dengan permasalahan tersebut, maka jaminan dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat  

untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan.Artinya ketiadaan jaminan tidaklah 

menjadikan hilangnya modal yang telah diberikan, tetapi akan mendatangkan kesulitan 

jika usaha yang dijalankan menemui kegagalan karena kesengajaan. 

Kedudukan jaminan kebendaan pada akad Mudharabah merupakan jaminan 

tambahan,jaminan pokoknya adalah berupa tagihan piutang.Jaminan kebendaan benda 

bergerak diikat dengan hak gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata pada Buku Kedua BabXX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Adapun 
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objek hak gadai adalah benda atau barang bergerak baik bertubuh/ berwujud/ berbentuk 

maupuntidakbertubuh/ berwujud/ berbentuk. 

Untuk dapat melakukan akad mudharabah nasabah perlu mendapatkan persetujuan 

pembiayaan mudharabah terlebih dahulu. Pihak yang melakukan akad merupakan pihak 

yang  berwenang dan cakap hukum, jaminan yang dijaminkan sudah diterima,pengikatan 

dapat dilakukan dan kemudian dapat dilaksanakan akad. 

Dalam hukum jaminan kebendaan apabila obyek jaminan beralih kepada kreditur 

(menjadi milik kreditur) maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 

KUH Perdata bagig adai, pasal 1178 ayat(1) KUH Perdata bagi hipotik,Pasal 12 UU 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,Pasal 33 UU Nomor 42 tahun 1999 

tentang Fidusia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukumjaminan 

kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada 

kreditur.Jaminan hanya dapat dieksekusi apabila mudharib terbukti melakukan 

pelanggaran atau penyelewengan mengenai hal-hal yang telah disepakati bersama dalam 

akad.Berbeda dengan jaminan dalam bank konvensional, yaitu sebagai penjaminan atas 

utangpiutang. 

Pelanggaran yang bisa terjadi pada akad mudharabah terkait jaminan kebendaan 

dan cara penyelesaiannya yaitu, Nasabah tidak dapat atau secara sengaja tidak melakukan 

pembayaran bagi hasil,cara penyelesaian pertama adalah dengan melakukan penagihan 

kepada nasabah, upaya penyelamatan dengan cara R3 rescheduling (penjadwalan 

kembali), reconditioning (persyaratan kembali),dan restructuring (penataan kembali) 

atau penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi dana apabila nasabah sudah tidak 

mampu melaksanakan kewajibanny amaka dilakukan penjualan barang jaminan secara 

bawah tangan atau melalui lelang. 

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi mudharabah adalah sebagai pengikat agar 

pelaku usaha beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan 

amanah sesuai dengan syariat Islam. Dan tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari 

moral hazard yang dilakukan oleh mitra bisnis mudharabah. Untuk menjaga keamanan 

bank (shahibul maal) apabila nasabah (mudharib) melakukan wanprestasi. 

Yang menjadi persoalan adalah jaminan syariah yang merupakan bagian penting 

dari pembiayaan syariah tidak diatur sama sekali. Tidak diaturnya jaminan dalam UU 

Perbankan Syariah menimbulkan kekosongan hukum, maka tidak heran apabila bank 

syariah mnggunakan prosedur jaminan dan lembaga-lembaga jaminan dalam perbankan 

konvensional yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hal ini perlu mendapatkan 

perhatian khusus,karena bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah yaitu pas 

asatusisi bank syariah menerapkan pembiayaan syariah, namun pada sisilain masih 

menggunakan system jaminan konvensional. Misalnya dengan membentuk  sistem 

jaminan syariah yang meliputi aturan hukum dan lembaganya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pembiayaan mudharabah secara karakteristiknya merupakan produk investasi 

murni dan pihak bank syariah Indonesia mewajibkan nasabah debitur untuk 

menyerahkan jaminan dengan perjanjian konsensuil riil sebagai bentuk 

kemampuan nasabah mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk 

keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan 
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mengukur kemampuan nasabah melakukan kewajibannya untuk mengelola 

usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama. 

2. Keberadaan jaminan dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Stabat sangat penting mengingat bank merupakan lembaga 

intermediary yang menerima amanat finansial dari para nasabahnya. Dalam 

kaitan ini jaminan merupakan wujud dari kehati-hatian (prudential) bank dalam 

mengelola dana dari para nasabahnya. Jaminan dalam pembiayaan yang 

menggunakan skim mudharabah menurut kesepakatan para ulama klasik adalah 

dilarang dan menyebab kan tidak  sahnya akad karena bertentangan dengan 

prinsip amanah yang mendasari akad ini. Akan tetapi sebagian ulama 

kontemporer dan berdasarkan aplikasi di perbankan syari’ah saat ini,jaminan 

dalam pembiayaan mudharabah diperbolehkan tetapi bukan dimaksudkan 

untuk memastikan kembalinya modal, melainkan untuk memastikan bahwa 

kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar 

tidak terjadi moralhazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana (taqshir 

al-amiil). Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila  pengelola 

dana terbukti melakukan pelanggaran (ta’addi), kelalaian (taqshir), atau 

menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (mukhalafatual-syurut). 
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